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SURYANINGSIH (B 111 09 470). Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak Di Kota Makassar. 
(dibimbing oleh Said Karim selaku pembimbing I dan Haeranah selaku 
Pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab 
terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak dan bagaimana 
upaya pencegahan maupun penanggulangan terhadap komersialisasi 
seks yang mengorbankan anak di Kota Makassar. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar dan Lembaga 
Perlindungan Anak Sulawesi Selatan. Sumber data berupa data primer 
dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara 
langsung dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu anak sebagai PSK dan 
mucikari dan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan 
mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta sumber bacaan 
lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. 
 Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Faktor penyebab 
terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota 
Makassar adalah faktor ekonomi yang merupakan faktor utama, faktor 
lingkungan sosial (pergaulan) anak, dan faktor gaya hidup (konsumtif). 
Kesemuanya faktor itu saling terkait dan mendukung sehingga 
menyebabkan terjadinya eksploitasi seksual komersial anak. Tidak hanya 
di Kota Makassar, tetapi juga di kota-kota besar lainnya. (2) Mengenai 
upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah maupun menanggulangi 
komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Makassar, dimulai 
dengan upaya pencegahan berupa kerjasama yang dilakukan antara 
pemerintah, para penegak hukum, masyarakat, dan orang tua dalam 
mengadakan sosialisasi mengenai kesehatan kepada anak, memberi atau 
membuka lapangan pekerjaan yang sesuai bagi anak, dan yang paling 
penting memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak. Dan untuk 
upaya penanggulangannya yaitu perlu dilakukan penghapusan tempat-
tempat prostitusi, memberikan hukuman yang berat kepada pelaku 
perdagangan anak dan eksploitasi anak, dan khusus kepada anak 
sebagai korban, harus diberikan ganti rugi berupa rehabilitasi kesehatan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia 
adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan 
melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi 
benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum 
merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk 
mengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya untuk mengatur 
masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat.  
Dengan demikian hukum bukan suatu karya seni yang adanya hanya 
untuk dinikmati oleh orang-orang yang menikmati saja, bukan pula suatu 
kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-
rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu 
sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya. Ada berbagai 
hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana. 
Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat 
perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan 
hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian 
daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta 
meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk: 
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1. Menentukan perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 
yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar 
larangan tersebut. 
2. Menetukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganan itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 
larangan tersebut. 
Belakangan ini persoalan sosial mengenai anak seperti anak yang 
bekerja di sektor berbahaya, siswa putus sekolah, anak yang dilacurkan, 
anak jalanan, dan anak pengungsi tak lagi dipahami hanya sekadar kasus 
insidential atau temporer belaka, melainkan telah diakui sebagai satu 
fenomena sosial yang membutuhkan perhatian serius, baik dari 
pemerintah, orang tua, maupun masyarakat luas.    
Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia telah meratifikasi 
Konvensi Hak Anak (KHA) dan telah pula meratifikasi Konvensi ILO No. 
138 dan 182 yang intinya berupaya mencegah kemungkinan anak 
terpuruk pada eksploitasi dunia kerja yang kontra produktif bagi 
kelangsungan pendidikannya. Indonesia bahkan telah memiliki undang-
undang mengenai perlindungan anak yang memilliki pasal yang secara 
normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak.  
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Anak-anak, seperti biasa terjadi, mereka memang tak bisa 
menggugat karena mereka tidak memiliki hak bersuara atau kalaupun 
bersuara niscaya tak akan pernah di dengar publik. Tetapi, anak-anak 
yang bertahun-tahun hidup dalam ketakutan dan penganiayaan, jangan 
heran jika di benak mereka mengendap sebuah bayangan dan ingatan 
yang serba kelam. Sejarah telah membuktikan, anak-anak yang selalu 
menjadi korban tindak kekerasan, maka ketika dewasa mereka justru 
akan berubah menjadi pelaku tindak kekerasan itu sendiri. Dan yang 
mencemaskan, sebagai bangsa, kita sebenarnya diam-diam tengah 
melangsungkan dan menanam sebuah investasi buruk yang tidak 
mustahil hasilnya akan kita petik di kemudian hari.  
Adapun persoalan kesejahteraan anak, umumnya ditempatkan 
sebagai isu sekunder dan otomatis akan ikut terselesaikan ketika kondisi 
perekonomian membaik dan pertikaian tidak lagi merebak di berbagai 
wilayah. Sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan, anak-anak 
sesungguhnya adalah korban pertama yang paling menderita akibat krisis 
dan sikap acuh tak acuh negara terhadap arti penting investasi sosial.  
Bagong Suyanto (2010), di Indonesia, menurut data yang ada, saat 
ini paling tidak jumlah anak yang putus sekolah mencapai 11,7 juta, 
sementara itu sekitar 10,6 juta anak mengalami kecacatan, 70 ribu anak 
perempuan terpuruk dan menjadi korban eksploitasi seksual komersial, 
400 ribu anak terpaksa menjadi pengungsi karena kerusuhan berdarah 
yang meletup di berbagai wilayah, puluhan ribu anak terpaksa hidup di 
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jalanan, jutaan anak kekurangan gizi, dan bahkan ribuan diantaranya 
tewas karena menderita marasmus dan kwasiorkor. 
Konvensi Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dalam 
Pasal 32, mewajibkan pemerintah untuk melindungi anak dari eksploitasi 
ekonomi dan dari melakukan pekerjaan apa saja yang berkemungkinan 
membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau berbahaya bagi 
kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral, atau perkembangan sosial anak. Hak 
anak, sebagaimana diabadikan dalam Konvensi, adalah hak anak-anak 
dalam asuhan orang tua mereka sendiri, wajib belajar dan pendidikan 
dasar yang cuma-cuma, pencapaian standar kesehatan tertinggi, jaminan 
sosial dan ketentuan untuk istirahat dan rekreasi.  
Ketika menandatangani Undang-Undang Ratifikasi Konvensi ILO No. 
182 tentang Tindakan Segera untuk Menghapuskan dan Mengurangi 
Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak tanggal 8 Maret 2000 lalu, 
pemerintah secara terbuka mengakui bahwa hingga kini masih banyak 
anak Indonesia yang dipekerjakan di dunia industri secara tidak 
manusiawi dan melanggar Konvensi PBB. 
Dalam Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan 
Segera untuk Mengeliminasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk 
Anak, disebutkan ada empat bentuk terburuk pekerjaan bagi anak, 
sebagai berikut: 
1. Semua bentuk perbudakan atau praktik yang menyerupai 
perbudakan, seperti penjualan dan anak-anak kerja ijon (debt 
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pondage) dan perhambaan, serta kerja paksa atau wajib kerja, 
termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk 
terlibat dalam konflik bersenjata. 
2. Penggunaan, penyediaan, dan penawaran anak untuk kegiatan 
prostitusi, produksi pornografi, atau pertunjukan pornografi. 
3. Penggunaan, penyediaan, dan penawaran anak untuk kegiatan 
terlarang, terutama untuk produksi dan penyelundupan 
narkotika dan obat-obatan psikotropika, seperti yang ditetapkan 
dalam perjanjian internasional yang relevan. 
4. Pekerjaan yang pada dasarnya dan lingkungannya 
membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. 
Kalau berbicara dari segi etika dan moral, kita semua sepakat bahwa 
yang namanya anak sesungguhnya mereka tidak seharusnya bekerja di 
usia dini, apalagi bekerja di sektor berbahaya, karena dunia mereka 
adalah dunia anak-anak yang selayaknya dimanfaatkannya untuk belajar, 
bermain, bergembira dengan suasana damai dan menyenangkan, dan 
mendapat kesempatan serta fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai 
dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual, dan sosialnya. Tetapi 
di Indonesia, akibat kemiskinan dan krisis ekonomi yang tak kunjung usai, 
tradisi, perubahan proses produksi, kelangkaan pendidikan dan tidak 
memadainya aturan yang melarang praktik pekerja anak, maka 
keterlibatan dan pemaksaan terhadap anak-anak untuk terlibat dalam 
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kegiatan produktif, bahkan yang terkategori berbahaya pun menjadi 
sesuatu yang tak terhindarkan. 
Bisnis prostitusi seakan menjadi tambang uang bagi para pihak yang 
tidak bertanggung jawab, para bandar-bandar bisnis prostitusi meraup 
keuntungan yang sangat-sangat menggiurkan, sehingga menjadi sebab 
ekploitasi anak. Anak yang dalam hal ini belum dewasa menurut hukum 
dipaksa, dibujuk, dirayu untuk menjual dirinya dalam bisnis prostitusi. 
Berbagai macam modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan ini 
dilakukan guna mendapatkan anak-anak untuk dijadikan Pekerja Seks 
Komersial (PSK). Anak yang semestinya diberikan pendidikan untuk 
menjadi cerdas dan menghasilkan karya-karya yang berguna bagi bangsa 
malah dijadikan PSK. Sehubungan dengan itu, perdagangan orang saat 
ini merupakan kejahatan yang sangat kompleks dengan bentuk-bentuk 
dan modus operandi yang kompleks pula. Perdagangan orang dapat 
mengambil korban siapa pun, baik orang dewasa maupun anak-anak, laki-
laki maupun perempuan, yang pada umumnya berada pada kondisi 
rentan, seperti mereka dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan 
atau daerah kumuh perkotaan umunya menjadi sasaran pelaku. Begitu 
pula mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas yang 
terlibat masalah ekonomi, politik, dan sosial yang serius.   
Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan 
dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang 
ada. Oleh karena itu, ketika anak menjadi korban ataupun pelaku tindak 
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pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya. Secara 
hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak 
melalui berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya UU No. 3 
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sistem peradilan pidana 
anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Persoalan yang 
ada di antaranya dilakukannya penahanan terhadap anak, proses 
peradilan yang panjang, yang pada akhirnya menempatkan terpidana 
anak berada dalam lembaga permasyarakatan yang meninggalkan trauma 
dan implikasi negatif terhadap anak.  
Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah 
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi 
penerus bangsa dan penerus pembangunan. Yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan 
dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali 
Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi 
sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, 
menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. 
Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar 
kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan 
negara. Dalam Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik 
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Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan 
bahwa: “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa 
kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-
perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 
menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” 
Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, 
merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib 
diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Menurut Abdul 
Hakim. G (Nashriana, 2011: 3), Kegiatan perlindungan anak merupakan 
suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu 
adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Menurut Arif 
Gosita (Nashriana, 2011: 3), Kepastian hukum perlu diusahakan demi 
kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan 
yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan 
kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak 
setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan 
kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
perlindungn hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan 
kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji 
tentang: ”TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KOMERSIALISASI 
SEKS YANG MENGORBANKAN ANAK DI KOTA MAKASSAR”. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang 
masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya 
komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Makassar? 
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap komersialisasi seks 
yang mengorbankan anak di Kota Makassar? 
  
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh 
gambaran secara jelas, lengkap dan terinci tentang: 
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya komersialisasi seks yang 
mengorbankan anak di Kota Makassar. 
2. Upaya penanggulangan terhadap komersialisasi seks yang 
mengorbankan anak di Kota Makassar. 
  
D. Manfaat Penelitian  
 
Berdasarkan rumusan masalah dan lingkup penelitian, maka 




1. Manfaat Secara Teoritis 
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan kajian untuk 
mengembangkan wawasan mengenai hukum khususnya hukum 
pidana yang dalam hal ini perlindungan anak. 
2. Manfaat Secara Praktis  
Penelitian diharapkan berguna sebagai: 
a. Upaya perluasan pengetahuan bagi Penulis dalam bidang 
hukum khususnya tentang komersialisasi seks yang 
mengorbankan anak di Kota Makassar. 
b. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi 
serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang 
memerlukannya. 
c. Sebagai salah satu syarat bagi Penulis dalam menyelesaikan 








1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh P. 
Topinard  seorang ahli antropologi Prancis (A. S. Alam, 2010: 1).  
“Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “crimen” yang 
berarti kejahatan dan “logos” yang berarti pengetahuan atau 
ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu 
pengetahuan tentang kejahatan”.  
Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian 
kriminologi, berikut ini Penulis kemukakan pandangan beberapa 
sarjana terkemuka, antara lain: 
 Edwin H. Sutherland (A.S. Alam, 2010: 1) mengartikan : 
“kriminologi sebagai kumpulan pengetahuan yang 
membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala 
sosial”.  
 Menurut W.A. Bonger (A. S. Alam, 2010: 2) : 
“kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
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  Menurut J. Constant (A. S. Alam, 2010: 2) : 
“kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab 
terjadinya kejahatan dan penjahat”. 
 WME. Noach (A. S. Alam, 2010: 2) mendefinisikan : 
“kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 
gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, 
sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.  
Dari berbagai pengertian yang dikemukakan di atas, secara 
garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya 
merupakan ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, untuk 
memahami sebab-musabab terjadinya kejahatan, serta mempelajari 
tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau 
sering disebut penjahat. Dan juga untuk mengetahui reaksi 
masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk 
mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap 
perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat 
yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan atau 
membahayakan masyarakat luas. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal 
pokok (A. S. Alam, 2010: 2-3), yakni: 
 13 
a. Proses Pembuatan Hukum Pidana dan Acara Pidana 
(making laws) 
b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (beaking of laws), dan  
c. Reaksi terhadap Pelanggaran Hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya 
ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan 
represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar 
hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan 
(criminal prevention). 
3. Pembagian Kriminologi 
Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu: 
a. Kriminologi Teoritis 
Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam 
lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan teoritis. 
i. Antropologi Kriminal : 
 Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda 
fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.  
ii. Sosiologi Kriminal : 
Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
sebagai gejala sosial. 
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iii. Psikologi Kriminal : 
 Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan 
dari sudut ilmu jiwa.  
iv. Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal : 
 Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
penjahat yang sakit jiwa/gila. 
v. Penologi :  
 Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 
sejarah, arti dan faedah hukum. 
b. Kriminologi Praktis 
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas 
kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula 
disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu 
pengetahuan yang diamalkan (applied criminology). Cabang-
cabang dari kriminologi praktis ini adalah: 
i. Hygiene Kriminal  
 Yaitu cabang kriminlogi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. 
ii. Politik Kriminal 
 Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah 
caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya 
kepada terpidana agar ia dapat menyadari 
kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan 
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kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang 
seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta 
pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh 
semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang 
bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.   
iii. Kriminalistik (police scientific) 
 Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan 
penangkapan pelaku kejahatan. 
4. Kriminologi dan Hukum Pidana 
Objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan. 
Sedangkan tujuannya adalah agar mengerti sebab-sebab seseorang 
melakukan kejahatan. Berbeda dengan kriminologi, objek hukum 
pidana adalah aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan 
kejahatan atau yang berhubungan dengan pidana, sedangkan 
tujuannya adalah agar dapat mengerti dan mempergunakan aturan-
aturan hukum pidana itu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. 
Dengan demikian, baik kriminologi maupun hukum pidana memiliki 
kedudukan yang sejajar sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. 
Bahwa eksistensi kriminologi memberikan sumbangan yang tidak 
sedikit kepada hukum pidana tidak kemudian mengatakan bahwa 
kriminologi merupakan ilmu bantuan hukum pidana. Hal ini karena 
antara ilmu pengetahuan yang satu dengan yang lainnya saling 
memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung.  
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Eksistensi hukum pidana kurang begitu berarti jika tidak 
didukung oleh temuan-temuan dalam kriminologi. Penanggulangan 
kejahatan melalui hukum pidana tidak semata-mata mengandalkan 
doktrin atau teori dalam hukum pidana sendiri, tetapi juga 
memperhatikan kajian dalam kriminologi khususnya mengenai 
kejahatan. Sebab, kriminologi terutama digunakan untuk 
memberikan petunjuk bagaimana masyarakat dapat menanggulangi 
dan menghindari kejahatan. Dengan mengetahui secara tepat 
sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui kajian kriminologis, maka 
akan dapat ditentukan secara tepat pula kapan hukum pidana harus 
digunakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut. 
Persamaan: Baik kriminologi maupun hukum pidana 
mengandung unsur-unsur persamaan yaitu: 
a. Obyeknya kejahatan 
b. Adanya upaya-upaya pencegahan kejahatan   
Perbedaan: 
a. Kriminologi : ingin mengetahui apa latar belakang seseorang 
melakukan kejahatan. 
Hukum Pidana : ingin mengetahui apakah seseorang telah 
melakukan kejahatan.  
b. Hukum pidana menetapkan terlebih dahulu seseorang 
sebagai penjahat, baru langkah berikutnya giliran kriminologi 
meneliti mengapa seseorang itu melakukan kejahatan.  
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c. Kriminologi : memberi bahan dalam perumusan perundang-
undangan pidana.  
Hukum pidana : pengertian kejahatan telah dirumuskan 
dalam KUHP dan KUHAP. 
B. Komersialisasi Seks 
1. Pengertian Komersialisasi Seks 
Segala sesuatu yang menjadikan seksualitas manusia menjadi 
komoditas ekonomi diistilahkan sebagai komersialisasi seksual. 
Dengan kata lain, komersialisasi seks adalah perbuatan yang 
menjadikan manusia sebagai barang dagangan untuk pemuasan 
nafsu, dimana orang yang melakukan perbuatan tersebut 
mendapatkan keuntungan. Muaranya ada dua, yakni pelacuran dan 
pornografi. Pelacuran adalah melakukan aktivitas seksual untuk 
mendapatkan imbalan. Jika Anda mendapatkan pelayanan seksual 
dari pelacur, maka Anda mesti membayar atas pelayanan yang Anda 
dapatkan. “Perputaran uang dalam bisnis seks di Indonesia 
diperkirakan menyerap tidak kurang dari 3 miliar dolar atau kira-kira 
2,7 triliun rupiah”. (dikutip dari www.psikologi-online.com, pada hari 
Minggu 20 Januari 2013 pukul 18.15 WITA). 
Saat ini pelacuran bukan hanya sebagai sarana pemuasan 
hasrat seksual orang-orang setempat. Pelacuran telah menjadi 
bisnis wisata seks. Orang melakukan kunjungan ke suatu tempat, 
bahkan lintas negara, agar dapat melakukan hubungan seksual. 
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Biasanya, sasarannya adalah pelacur anak-anak atau di bawah usia 
18 tahun. Oleh sebab itu wajar jika pelacuran anak-anak sangat 
tinggi. “Diperkirakan 60% pelacur di Indonesia adalah anak-anak. 
Unicef memperkirakan jumlahnya antara 40 ribu sampai 150 ribu 
orang. Di Cina, jumlah pelacur anak disinyalir antara 200 ribu sampai 
500 ribu orang. Di Filipina terdapat sekitar 60 ribu sampai 100 ribu 
pelacur anak”. (dikutip dari psikologi-online.com, pada hari Minggu, 
20 Januari 2013 pukul 18.15 WITA) 
2. Pengertian Pelacuran 
Pelacuran secara umum adalah praktik hubungan seksual 
sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk 
imbalan berupa uang. Menurut Tuong (Bagong Suyanto, 2010: 159), 
Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, 
promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional. Secara lebih perinci 
Purnomo dan Siregar (Bagong Suyanto, 2010: 159) menjelaskan 
bahwa yang dimaksud dengan prostitusi, pelacuran, atau 
persundalan adalah peristiwa penyerahan tubuh oleh wanita kepada 
lelaki dengan imbalan pembayaran guna disetubuhi dan sebagai 
pemuas nafsu seks si pembayar, yang dilakukan diluar pernikahan. 
Sementara itu, W.A. Bonger (Bagong Suyanto, 2010: 159) 
menyatakan prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana 
perempuan menjual diri melakukan perbuatan seksual sebagai mata 
pencaharian. 
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Noeleen Heyzer (Bagong Suyanto, 2010: 160) membedakan 
tiga macam tipe pelacur menurut hubungannya dengan pihak 
pengelola bisnis pelacuran. Pertama, pelacur yang bekerja sendiri 
tanpa calo atau majikan. Seringkali mereka beroperasi di pinggir 
jalan atau masuk satu bar ke bar yang lain. Kedua, pelacur yang 
memiliki calo atau beberapa calo yang saling terkait secara hierarkis. 
Biasanya si pelacur hanya memperoleh sebagian kecil dari uang 
yang dibayarkan oleh kliennya. Ketiga, pelacur yang dibawah 
naungan sebuah lembaga atau organisasi mapan. Contohnya klub 
panti pijat, tempat lokalisasi, dan hotel-hotel. 
Pelacur yang membuka praktik pelayanan jasa seksual di 
kompleks lokalisasi mereka biasanya bekerja dibawah koordinasi 
dan naungan seorang germo. Adapun yang dimaksud dengan germo 
atau mucikari, yaitu orang (bisa laki-laki atau perempuan) yang mata 
pencahariannya, baik sambilan ataupun sepenuhnya menyediakan, 
mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, 
menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat 
untuk praktik pelacuran, yakni dengan mempertemukan atau 
memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk 
bersetubuh. Dari pekerjaan tersebut germo mendapat sebagian 
(besar) dari hasil uang yang diperoleh pelacur. 
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Para pelacur umumnya berasal dari daerah pedesaan. Dengan 
alasan-alasan yang bervariasi terbujuk dalam lembah hitam bagi 
mata orang baik-baik.  
3. Akibat Bagi Pekerja Seks Komersial Anak-Anak 
Di berbagai komunitas, disadari bahwa pelacuran adalah 
sebuah masalah sosial yang sulit dihilangkan begitu saja, dan dalam 
beberapa kasus bahkan ditoleransi. Namun, khusus untuk anak-
anak perempuan yang karena berbagai sebab kemudian terpaksa 
dilacurkan, dengan alasan apapun keberadaannya tidak bisa 
diterima, dan karena itu harus dihapuskan. Seperti diamanatkan 
dalam Konvensi ILO No. 182 yang telah diratifikasi pemerintah 
Indonesia tanggal 8 Maret 2000 lalu, bahwa pelacuran anak di 
bawah umur adalah salah satu pekerjaan yang sama sekali tidak 
dapat ditoleransi dan karena itu harus dihapuskan dari bumi 
Indonesia. Dalam hal ini, paling tidak ada tiga akibat yang 
kemungkinan besar akan menimpa PSK anak-anak jika dibiarkan 
larut dalam sebuah pekerjaan yang sesungguhnya tidak pernah 
mereka sadari risiko dan bahayanya itu.  
Pertama, karena PSK-PSK anak-anak itu masih berusia belia 
dan apalagi tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi-
informasi tentang “reproduksi sehat”, maka dari sudut psikologis 
sesungguhnya kematangan seksual mereka belum dewasa. Mereka 
belum cukup mengetahui resiko yang pasti dari hubungan seksual 
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yang dilakukan secara bebas, sehingga kehamilan dini dan 
penularan PMS (Penyakit Menular Seksual) dengan seluruh 
implikasinya dengan mudah akan menimpa anak-anak perempuan 
yang dilacurkan. Kedua, anak-anak yang dilacurkan karena menjadi 
korban dan terjerumus dalam dunia prostitusi, seringkali harus 
menanggung beban psikologis yang berat berupa stigma dari 
masyarakat atas profesi yang mereka tekuni karena dinilai terkutuk, 
memalukan dan sebagainya. Ketiga, dalam berbagai kasus PSK 
anak-anak, tak jarang mereka harus mengalami kekerasan seksual. 
C. Anak 
1. Pengertian Anak 
Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada: 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) 
Pasal 330 ayat (1) memuat batas antara belum dewasa 
(minderjarigheid) dengan telah dewasa (meerderjarigheid)  
yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum 
berumur 21 tahun dan pendewasaan (venia aetetis, Pasal 
419 KUHPer). 
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang 
pengertian anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada 
Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 
tahun, yaitu : 
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Pasal 45 menentukan: 
“Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena 
perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 
enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan 
supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang 
tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak 
dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan 
supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah 
dengan tidak dikenakan suatu hukuman; yakni jika 
perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah 
satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal-
Pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 
526, 536, dan 540, dan perbuatan itu dilakukan 
sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan terdahulu 
yang menyalahkan dia melakukan salah satu 
pelanggaran itu atau suatu kejahatan, atau 
menghukum anak yang bersalah itu”.  
Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP 
sudah tidak berlaku. 
Pasal 72 menentukan: 
(1) Jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas 
pengaduan, dilakukan pada orang yang umurnya 
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belum cukup enam belas tahun dan lagi belum 
dewasa, atau kepada orang yang dibawah penilikan 
(curatele) lain orang bukan dari sebab keborosan, 
maka selama dalam keadaan-keadaan itu, yang 
berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam 
perkara sipil. 
(2) Jika tidak ada wakil, atau dia sendiri yang harus 
diadukan, maka penuntutan boleh dilakukan atas 
pengaduan wali yang mengawasi atau curator 
(penilik) atau majelis yang menjalankan kewajiban 
wali pengawas atau yang menjalankan kewajiban 
curator itu, atas pengaduan istri, seorang kaum 
keluarga dalam turunan yang lurus, atau kalau tidak 
ada atas pengaduan kaum keluarga dalam turunan 
yang menyimpang sampai derajat ketiga.  
Pasal 283 yang memberi batasan 17 tahun, yaitu: 
(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 9.000,- 
dihukum barangsiapa menawarkan, menyerahkan 
buat selama-lamanya atau buat sementara waktu, 
menyampaikan di tangan atau mempertunjukkan 
kepada orang yang belum dewasa yang diketahuinya 
atau patut diketahuinya bahwa orang itu belum 
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berumur 17 tahun sesuatu tulisan, gambar, atau 
sesuatu barang yang menyinggung perasaan 
kesopanan, atau sesuatu cara yang dipergunakan 
untuk mencegah kehamilan, jika isi surat itu 
diketahuinya atau jika gambar, barang, dan cara itu 
diketahuinya. 
(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum 
barangsiapa di hadapan seseorang yang belum 
dewasa seperti yang tersebut dalam ayat di atas 
memperdengarkan isi surat (tulisan) yang melanggar 
perasaan kesopanan. 
(3) Dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 bulan 
atau kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp 9.000,- dihukum 
barangsiapa menawarkan, menyerahkan buat 
selama-lamanya atau sementara waktu, 
menyampaikan di tangan atau memperlihatkan 
kepada orang yang belum dewasa sebagai tersebut 
dalam ayat pertama, isi surat yang menyinggung 
perasaan kesopanan, jika ia ada alasan yang cukup 
untuk menyangka, bahwa tulisan, gambar, atau 
barang itu melanggar perasaan kesopanan atau cara 
itu ialah cara untuk mencegah kehamilan. 
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c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-
undang ini tidak secara eksplisit mengatur tentang batas 
usia pengertian anak, namun dalam Pasal 153 ayat (5) 
memberi wewenang kepada hakim untuk melarang anak 
yang belum mencapai usia 17 tahun untuk menghadiri 
sidang. 
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 
berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat 
(1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut 
anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun 
atau belum pernah melangsungkan perkawinan.  
e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) 
UU Nomor 4 Tahun 1979, maka anak adalah seseorang 
yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 
pernah kawin. 
f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 
Permasyarakatan, menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 
huruf a, b, dan c UU 12/1995 bahwa anak didik 
permasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Negara dan 
Anak Sipil untuk dapat dididik di Lembaga 
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Permasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai 
berumur 18 (delapan belas) tahun.   
g. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, dalam Pasal 1 sub 5 dinyatakan bahwa anak 
adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi 
kepentingannya.  
h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 butir 1 menyatakan 
bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
i. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, 
menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 
j. Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung republik 
Indonesia, dalam hukum adat Indonesia, batasan umur 
untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria 
untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak 
dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: 
telah “kuat gawe”, “akil baliq”, “menek bajang”, dan lain 
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sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah 
Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada hukum 
adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di 
bawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah 
Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal I Juni 1955 dalam 
perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ktut Kartini. 
Kemudian di wilayah Jakarta adalah 20 (dua puluh) tahun 
seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 601 
K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara 
Moch. Eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM 
Panggabean dan Edward Panggabean. 
 
Pengertian anak dalam kaitan dengan perilaku anak nakal 
(juvenile delinquency), biasanya dilakukan dengan mendasarkan 
pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang 
dikategorikan sebagai anak. Selain itu adapula yang melakukan 
pendekatan psikososial dalam usahanya merumuskan tentang anak. 
Di Indonesia, penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan 
pertanggungjawaban pidana, telah diatur secara eksplisit setelah 
pada 19 Desember 1996, Dewan Perwakilan Rakyat telah 
menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang 
kemudian diundangkan pada 3 Januari 1997 dan mulai berlaku pada 
3 Januari 1998 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 3668). Pasal 1 angka 1 UU No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa : 
“anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetap belum mencapai umur 
18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
 
Dari berbagai definisi anak yang telah disebutkan di atas, 
Penulis lebih mengacu kepada definisi anak sesuai dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 1/PUU-VIII/2010 yakni 
dalam putusannya menyatakan batas usia anak yang bisa dimintai 
pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun karena lebih menjamin 
hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan 
perlindungan. 
1) Anak Nakal 
 Sama halnya pengertian anak, pengertian delinkuen 
juga belum seragam. Istilah delinkuen berasal dari 
delinquency, yang diartikan dengan kenakalan anak, 
kenakalan remaja, kenakalan pemuda, dan delinkuensi. 
Kata delinkuensi atau delinquency dijumpai bergandengan 
dengan kata juvenile, karena delinquency erat kaitannya 
dengan anak, sedangkan kata delinquen act diartikan 
perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. 
Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-
anak, maka disebut delinquency. Jadi delinquency 
 29 
mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat 
kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum 
negara saja.  
 Menurut Anthony M. Platt (Marlina, 2009: 38), definisi 
delinquency adalah perbuatan anak yang meliputi:  
a) Perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang 
dewasa 
b) Perbuatan yang melanggar aturan negara atau 
masyarakat 
c) Perilaku tidak bermoral yang ganas, pembolosan, 
perkataan kasar dan tidak senonoh, tumbuh di 
jalanan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik 
yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di 
masa depan. 
 Adanya perbedaan pandangan penggunaan istilah 
delinquency, disebabkan pendekatan yang digunakan, latar 
belakang akademik, kekhususan ilmu yang digunakan 
dalam mengartikan delinquency. Perbedaan tersebut dapat 
dikategorikan dalam tiga pengertian (Marlina, 2009: 38), 
yaitu: 
a) The legal definition (definisi secara hukum), yaitu 
definisi yang menitikberatkan pada perbuatannya atau 
perbuatan melanggar yang dilakukan seseorang anak 
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yang diklasifikasikan sebagai delinquency. Perbuatan 
yang digolongkan sebagai delinquency tentunya diatur 
dalam hukum yang tertulis, sehingga secara legal 
definition, delinquency adalah sejumlah tindakan yang 
apabila dilakukan oleh orang dewasa dinyatakan 
tndakan kriminal. Tindak kriminal yang dilarang diatur 
dalam perundang-undangan. 
b) The role definition (definisi pemerannya), yaitu definisi 
yang menitikberatkan pada pelaku tindakan yang 
diklasifikasikan sebagai anak atau delinquent. Fokus 
utama dalam menentukan pengertian delinquency 
yaitu umur seseorang dibandingkan jenis pelanggaran 
yang dilakukannya, sehingga pengertian delinquency, 
mengacu pada siapa yang dianggap delinquent. 
Delinquent yaitu seseorang yang mendukung sebuah 
bentuk pelanggaran dalam sebuah periode waktu 
tertentu dan berada dalam lingkungan pola perilaku 
menyimpang. Pelaku sendiri telah mempunyai 
komitmen lebih dahulu terhadap perbuatan melanggar 
dengan mengikuti perilaku melanggarnya. 
c) The societal response definition (definisi atas dasar 
tanggapan masyarakat), yaitu menitikberatkan pada 
penilaian masyarakat sebagai anggota kelompok 
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masyarakat yang bereaksi terhadap pelaku tindak 
pidana dan pada akhirnya menentukan apakah pelaku 
dan perbuatannya tersebut merupakan delinquency 
atau tidak. Aturan yang dibuat masyarakat di 
lingkungan pelaku bertujuan untuk melakukan 
perlindungan dan tanggung jawab pelaku yang 
melanggar atau delinquency. 
 
 Pengertian delinquency menurut Simanjuntak 
(Marlina, 2009: 39): 
a) Juvenile delinquency berarti perbuatan dan tingkah 
laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap 
norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran 
terhadap kesusialaan yang dilakukan oleh para 
delinquent. 
b) Juvenile delinquent itu adalah pelaku yang terdiri dari 
anak (berumur di bawah 21 tahun (pubertas)), yang 
termasuk yurisdiksi pengadilan anak/juvenile court. 
 
 Perbedaan definisi delinkuensi mengakibatkan 
timbulnya kesulitan dalam penentuan macam-macam jenis 
tingkah laku yang termasuk perbuatan delinkuen. 
Berdasarkan definisi delinkuen di atas, dapat disimpulkan, 
delinkuensi adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan 
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dengan adat istiadat atau norma-norma hukum atau aturan 
tertentu yang berlaku di dalam kelompok masyarakat atau 
negara dimana anak tersebut bertempat tinggal yang 
bersifat anti sosial dan atau melawan hukum. 
2) Anak Rawan 
Bagi Bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, 
dan terlebih lagi anak-anak, situasi krisis ekonomi adalah 
awal mula dari timbulnya berbagai masalah yang 
sepertinya makin mustahil untuk dipecahkan dalam waktu 
singkat. Situasi krisis ekonomi bukan cuma melahirkan 
kondisi kemiskinan yang makin parah, tetapi juga 
meyebabkan situasi menjadi teramat sulit. Krisis ekonomi, 
meski bukan merupakan satu-satunya faktor pencipta anak-
anak rawan, tetapi bagaimanapun krisis yang tak kunjung 
usai meyebabkan daya tahan, perhatian, dan kehidupan 
anak-anak menjadi makin marginal, khususnya bagi anak-
anak yang sejak awal tergolong anak-anak rawan.  
 Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah 
istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang 
karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun 
struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi 
hak-haknya, dan bahkan dilanggar hak-haknya. Inferior, 
rentan, dan marginal adalah beberapa ciri anak rawan. 
 33 
Dikataan inferior, karena mereka biasanya tersisih dari 
kehidupan normal dan terganggu proses tumbuh 
kembangnya secara wajar. Adapun dikatakan rentan 
karena mereka sering menjadi korban situasi dan bahkan 
terlempar dari masyarakat. Sementara itu, anak-anak 
rawan tersebut tergolong marginal karena dalam kehidupan 
sehari-harinya biasanya mereka mengalami berbagai 
bentuk eksploitasi dan diskriminasi, mudah diperlakukan 
salah dan bahkan kehilangan kemerdekaannya. 
 Secara konseptual, anak rawan pada awalnya disebut 
dengan istilah khusus, yakni Children in Especially Difficult 
Circumstances (CEDC). Dalam Guidelnes Pelaporan KHA 
(Konvensi Hak Anak) 1996, istilah CEDC kemudian diganti 
dengan istilah yang disebut Children in Need of Special 
Protection (CNSP) atau anak-anak yang membutuhkan 
perlindungan khusus.  
3) Pekerja Anak 
Pengertian pekerja atau buruh anak adalah anak-anak 
yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang 
tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang 
membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima 
imbalan atau tidak.  
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Di Indonesia, persoalan pekerja anak dan 
kelangsungan pendidikannya belakangan ini kembali 
mencuat karena dipicu situasi krisis ekonomi yang 
berkepanjangan.  
Menurut ILO (1999), di seluruh dunia saat ini lebih dari 
250 juta anak berusia 5-14 tahun terpaksa bekerja dan 
kehilangan masa kanak-kanaknya karena mereka harus 
mencurahan waktunya terlibat dalam proses produksi, baik 
di keluarganya sendiri maupun di tempat lain. Untuk 
Indonesia, dierkirakan terdapat sekitar 5-6,5 juta pekerja 
anak.  
2. Hukum Perlindungan Anak 
a. Pengertian Perlindungan Anak 
Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan 
meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin 
bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi 
generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-
luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik 
secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak 
merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat 
dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul 
pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.  
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Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan 
untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan 
pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 
Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan 
dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak 
diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan 
bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat 
hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun 
hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan 
perlindungan anak. 
Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara 
berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap 
lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha 
perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. 
Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab 
dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif 
dan efisien. Usaha perlindungan anak ini tidak boleh 
mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain 
yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan 
berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki 
kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan 
melaksanakan kewajiban-kewajibannya. 
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Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian 
yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang 
meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam 
bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang 
bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, 
bidang kesehatan, bidang pendidikan. 
b. Tanggungjawab Perlindungan Anak 
Perlidungan anak diusahakan oleh setiap orang baik 
orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. 
Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menentukan: 
“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang 
tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap 
penyelenggaraan perlindungan anak.” 
Jadi, yang mengusahakan perlindungan anak adalah 
setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya 
dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi 
tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap 
dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. 
Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, 
kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang 
melindungi. Tidak ada keresahan pada anak karena 
perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi 
sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif 
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terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan 
negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak 
perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan 
kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.  
Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah 
dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang 
No. 23 Tahun 2002 yaitu: 
1) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak 
tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis 
kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum 
anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau 
mental (Pasal 21). 
2) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22). 
3) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan 
kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan 
kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara 
umum bertnggungjawab terhadap anak dan 
mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak 
(Pasal 23). 
4) Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam 
menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan 
tingkat kecerdasan anak (Pasal 24). 
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Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap 
perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran 
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 
25 UU No. 23 Tahun 2002). Kewajiban dan tanggung jawab 
keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur 
dalam Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002, yaitu: (a) Mengasuh, 
memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) 
Menumbuhkembankan anak sesuai dengan kemampuan, 
bakat, dan minatnya; dan (c) Mencegah terjadinya perkawinan 
pada usia anak-anak.  
c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak 
1) Anak tidak dapat berjuang sendiri 
Salah satu prinsip yang digunakan dalam 
perlindungan anak adalah anak itu modal utama 
kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk 
itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat 
melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang 
mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat 
berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-
hak anak. 
2) Kepentingan terbaik anak 
Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan 
dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa 
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kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas 
tertinggi dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.  
3) Ancangan daur kehidupan 
Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa 
perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus-menerus. 
Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi 
dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik 
melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu 
ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan 
pelyanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas 
dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit. 
4) Lintas sektoral 
Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro 
maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. 
Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran, 
sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-
bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan 
ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh 
sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. 
3. Hak-Hak dan Kewajiban Anak 
Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak 
Anak. Dalam Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia 
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berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini 
memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu: 
a) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai 
ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak 
tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa 
membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan 
sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang 
ada pada dirinya maupun pada keluarganya. 
b) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus 
memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan 
sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk 
mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, 
dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal 
sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan 
tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri 
anak harus merupakan pertimbangan utama. 
c) Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan. 
d) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan 
untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik 
sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada 
perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. 
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Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, 
rekreasi, dan pelayanan kesehatan. 
e) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan 
sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh 
pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus. 
f) Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan 
harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. 
Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan 
dan tanggung jawab orang tuanya sendiri, dan 
bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam 
suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan 
rohani. Anak di bawah usia lima tahun tidak dibenarkan 
terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang 
berwewenang berkewajiban memberikan perawatan 
khusus kepada anak yang tidak memliki keluarga dan 
kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar 
pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan 
pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga 
besar. 
g) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-
cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka 
harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan 
pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas 
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dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan 
kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan 
tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka 
dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. 
Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman oleh 
mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan 
bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama 
tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua mereka. 
Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk 
bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan 
pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang 
harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini. 
h) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam 
menerima perlindungan dan pertolongan. 
i) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, 
kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek 
perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia 
tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang 
dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun 
yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan 
akhlaknya. 
j) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke 
dalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-
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bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di 
dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan 
persahabatan antarbangsa, perdamaian serta 
persaudaraan semesta dengan penuh kesadaran bahwa 
tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama 
manusia. 
Di Indonesia, pelaksanaan perlindungan hak-hak anak 
sebagaimana tersebut dalam Deklarasi PBB tersebut dituangkan 
dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Pasal 1 
Undang-Undang tersebut menentukan: 
“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan 
penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan 
perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani 
maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha 
kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin 
terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya 
kebutuhan pokok anak.” 
 
Kepekaan akan rasa keadilan dan sikap perduli terhadap 
generasi penerus suatu bangsa, hendaknya diukur pula dari 
perhatian mereka terhadap usaha-usaha perlindungan hak-hak anak 
bermasalah. Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang 
sering mengaitkannya dengan masalah-masalah perilaku anak yang 
dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang dan atau 
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perilaku-perilaku yang menjurus pada tindak kriminal. Pembicaraan 
ini biasanya lalu membawa orang pada permasalahan pemahaman 
mengenai bentuk-bentuk perilaku menyimpang dan atau perilaku 
kriminal di kalangan anak. 
Pembicaraan di atas perlu dilakukan mengingat bahwa 
pengaturan hak-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi penegak 
hukum dan masyarakat akan bermanfaat sebagai indikator dalam 
melihat dan mengevaluasi bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut 
diwujudkan dalam mengatasi gejala perilaku menyimpang dan 
tindakan kriminal kalangan anak. Dalam proses peradilan pidana 
anak, anak-anak tidak mengetahui hak dan kewajibannya, karena itu 
perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak 
dan kewajibannya. Perlindungan anak meliputi pula perlindungan 
terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang 
dan manusiawi. Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut 
tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin 
terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas 
pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, 
di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami 
hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, 
mental, dan sosial. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
pada tanggal 20 Nopember 1989 telah menyetujui Konvensi Hak-
Hak Anak, yang diratifikasi oleh Bangsa Indonesia dengan 
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Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam konvensi itu 
ditentukan antara lain: larangan penyiksaan, perlakuan atau 
hukuman yang kejam, hukuman mati, penjara seumur hidup, dan 
penahanan semena-mena atau perampasan kebebasan anak (Pasal 
37); Hak anak yang didakwa ataupun diputuskan telah melakukan 
pelanggaran untuk tetap dihargai hak asasinya dan khususnya untuk 
menerima manfaat dari segala proses hukum atau bantuan hukum 
lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan mereka. Prinsip 
demi hukum dan institusional sedapat mungkin dihindari (Pasal 40). 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Perkawinan, dijumpai pengaturan hak dan perlindungan hak anak, 
seperti: (a) Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap 
memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi 
perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan 
pendidikan anak pertama-tama dan terutama kepada bapak (Pasal 
41); (b) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai 
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 
Ayat 1); (c) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 Ayat 1); (d) Orang tua tidak 
diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang 
tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali 
apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48); (e) Anak 
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yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah 
kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian ini 
mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya 
(Pasal 50); (f) Wali yang bertanggungjawab tentang harta benda 
anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang 
ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 Ayat 5); 
(g) Wali yang telah meyebabkan kerugian kepada harta benda anak 
yang berada di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau 
keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang 
bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut 
(Pasal 54). 
Pasal 2 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak menentukan: 
a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 
bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam 
keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk 
tumbuh dan berkembang dengan wajar; 
b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan 
kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan 
kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga 
negara yang baik dan berguna; 
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c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik 
semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; 
d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup 
yang dapat membahayakan atau menghambat 
pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.” 
 
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-
tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan 
(Pasal 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979). Anak yang mengalami 
masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan 
menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa 
pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga 
diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan 
pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 Undang-
Undang No. 4 Tahun 1979). 
Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia menentukan:  
(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran 
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman-
hukuman yang tidak manusiawi. 
(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat 
dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. 
(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya 
secara melawan hukum. 
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(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya 
boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan 
hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. 
(5) Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat 
perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan 
kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan 
usahanya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali 
demi kepentingannya. 
(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak 
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. 
(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 
membela diri dan memperoleh keadilan di depan 
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam 
sidang yang tertutup untuk umum.” 
Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: (a) Berhak untuk 
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai 
dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4); (b) Berhak atas suatu 
nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5); 
(c) Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan 
berkekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam 
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bimbingan orang tua (Pasal 6); (d) Berhak untuk mengetahui orang 
tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal 
karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh 
kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak 
tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak 
angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7); (e) Berhak 
memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 
dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8); (f) 
Berhak memperoeh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 
pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 
dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang 
cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9); (g) 
Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, 
dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 
usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 
kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10); (h) Berhak untuk beristirahat 
dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, 
bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan 
tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11); (i) 
Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh 
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan 
sosial (Pasal 12); (j) Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: 
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diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13); (k) Berhak 
untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan 
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu 
adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 
pertimbangan terakhir (Pasal 14); (l) Berhak untuk memperoleh 
perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan 
dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan 
pelibatan dalam peperangan (Pasal 15); (m) Berhak memperoleh 
perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau 
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; berhak untuk 
memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, 
penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai 
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya terakhir (Pasal 16); (n) Setiap anak yang dirampas 
kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara 
manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; 
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif 
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan 
memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan 
tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang 
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menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang 
berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17); (o) 
Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 
mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). 
Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-
Undang No. 23 tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak 
berkewajiban untuk: (a) Menghormati orang tua, wali, dan guru; (b) 
Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; (c) 
Mencintai tanah air, bangsa, dan negara; (d) Menunaikan ibadah 
sesuai dengan ajaran agamanya; (e) Melaksanakan etika dan akhlak 
mulia. 
D. Perdagangan Orang 
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Di Indonesia, peraturan tentang perdagangan orang sudah 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). 
Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud 
dengan tindak pidana perdagangan orang adalah “tindakan 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, 
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 
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persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”. 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga 
merumuskan mengenai Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (TPPO), yaitu: 
1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-
undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain 
itu, Undang-undang ini juga melarang setiap orang yang 
memasukkan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi; 
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah 
NKRI untuk tujuan eksploitasi; 
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau 
memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi; 
4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan 
cara apapun; dan setiap orang yang menggunakan atau 
memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan 
persetubuhan atau pencabulan, memperkerjakan korban 
untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan; 
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5. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan 
keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain 
untuk mempermudah TPPO; 
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, 
menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau 
mempengaruhi saksi secara melawan hukum; 
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau 
petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang 
mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara 
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan 
persidangan di sidang pengadilan terhadap tersangka, 
terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang 
yang membantu pelarian pelaku TPPO; 
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi dan korban 
padahal seharusnya dirahasiakan. 
2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang 
Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara 
dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi 
secara umum bentuk-bentuknya meliputi: 
a. Eksploitasi seksual 
b. Kerja paksa 
c. Perbudakan dalam rumah tangga 
d. Adopsi anak antarnegara secara Illegal 
 54 
e. Penjeratan utang 
f. Pengantin pesanan 
g. Perdagangan organ tubuh manusia 
Selain bentuk-bentuk perdagangan orang di berbagai negara di 
atas, terdapat juga bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di 
Indonesia. Sesuai dengan hasil penelitian Harkristuti Harkrisnowo 
(Mahrus Ali, 2011: 8), mengatakan bahwa beberapa yang dapat 
dicatat dari temuan di lapangan sebagai berikut: 
a.  Pengiriman TKI ke luar negeri tanpa adanya dokumen 
resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dan 
dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya: “misi 
kebudayaan” 
b. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk 
dieksploitasi secara seksual. 
c. Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk 
melegalisasi hubungan seksual yang dimaksudkan untuk 
jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi 
finansial (kawin kontrak), yang biasanya dilakukan oleh 
lelaki pekerja asing dengan perempuan Indonesia. 
d. Penyelenggaraan perkawinan antarnegara melalui pesanan 
dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui 
kondisi sebenarnya dari calon suaminya. 
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e. Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal 
dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang 
mengancam kesehatan tubuh, kesehatan, dan mental, 
serta moral mereka.  
f. Pengangkatan anak atau bayi yang dilakukan tanpa proses 
yang benar. 
3. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang 
Berikut ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 
terjadinya tindak pidana perdagangan orang, yaitu: 
1. Kemiskinan 
Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan 
perdagangan orang, tetapi juga terkait dengan berbagai 
macam persoalan yang lain. Setiap kejahatan terjadi salah 
satunya disebabkan oleh alasan kemisikinan. 
2. Budaya Patriarki 
Budaya patriarki merupakan faktor berikutnya yang 
menyebabkan terjadinya perdagangan orang. Budaya 
patriarki adalah suatu budaya yang menganggap bahwa 
anak laki-laki memiliki kelebihan dan keutamaan 
dibandingkan dengan anak-anak perempuan terutama 




3. Keuntungan Ekonomi Yang Melimpah 
Jika dilihat dari keuntungan yang diperoleh, pelaku 
bisnis perdagangan orang terutama bisnis industri seks 
menjadi salah satu bisnis terbesar yang penghasilannya 
juga sangat besar. 
E. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal 
point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di 
dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai 
perbuatan yang bukan kejahatan.  
Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang 
ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
masih hidup di dalam masyarakat. Contohnya: bila seorang muslim 
meminum minuman keras sampai mabuk, perbuatan itu merupakan 
dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat Islam, dan namun 
dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.  
2. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan 
Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan telah dikemukakan 
oleh para kriminolog. Dalam perkembangannya tentang kejahatan 
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atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai 
pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Berikut ini teori penyebab 
kejahatan: 
a. Perspektif Sosiologis 
Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha 
mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan 
di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan 
menjadi tiga kategori umum yaitu : strain, cultural deviance 
(penyimpangan budaya), dan sosial kontrol.  
Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan 
perhatianya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang 
menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya 
pada teori kontrol sosial mempuyai pendekatan berbeda. Teori 
ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan 
kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai 
konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan 
jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu 
teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan 
lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori strain dan 
penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial 
dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam 
hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain 
beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti 
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satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas 
menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan 
ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai 
sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, 
mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana yang 
tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan 
bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai 
yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari 
kelas menengah. Sebagai konsekuensinya manakala orang-
orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, 
mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. 
Sudah umum diterima bahwa objek kriminologi adalah norma-
norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh 
kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (crime) 
sebagai salah satu daripadanya masih merupakan bagian yang 
terpenting. Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah 
dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang 
paling serius dalam hal timbulnya disorganisasi sosial, karena 
penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-
perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, 
hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa 
kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari 
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pelaku kejahatan, sama sekali tidak mempedulikan 
keselamatan, kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. 
Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa 
umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai 
pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk 
mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran 
pemerintahan.   
Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari 
struktur dan jalanya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari 
sosiologi maka kejahatan adalah salah satu masalah yang 
paling gawat dari disorganisasi sosial. Karena pelaku kejahatan 
bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi 
dasar-dasar pemerintahan, hukum, undang-undang, ketertiban 
dan kesejahteraan sosial, dan oleh karena itulah kejahatan 
merupakan salah satu bagian dari disorganisasi sosial yang 
perlu diperhatikan. Dalam culture conflict theory, Thomas Sellin 
(A. S. Alam, 2010: 54) menyatakan bahwa setiap kelompok 
memiliki conduct norm-nya sendiri dan dari conduct norms dari 
satu kelompok mungkin bertentangan dengan conduct norms 
kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma 
kelompoknya mugkin saja dipandang telah melakukan suatu 
kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan 
dengan norma-norma dari masyarakat dominan. Menurut 
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penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal 
dengan seorang non kriminal adalah bahwa masing-masing 
menganut conduct norms yang berbeda. Sebaliknya dalam 
teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan 
strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan 
membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada 
aturan-aturan masyarakat. 
b. Perspektif Biologis 
“Cesare Lombroso” seorang Italia yang sering dianggap 
sebagai “the father of modern criminology” ia menjelaskan 
kejahatan dari mashab klasik menuju mashab positif. 
Perbedaan signifikan antara mashab klasik dan mashab positif 
adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta empiris untuk 
mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh 
berbagai faktor, dimana para tokoh psikologis 
mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat 
dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang 
tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu 
dll. Sementara dari tokoh biologis mengukuti tradisi Charles 
Goring dalam upaya menelusuri tentang tingkah laku kriminal. 
Berdasarkan penelitiannya ini, Lombroso 
mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan (A. S. Alam, 
2010: 36-37), yaitu : 
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1) Born criminal, yaitu orang berdasarkan pada doktrin 
atavisme. 
2) Insane criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai 
hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka 
yang mengganggu kemampuan mereka untuk 
membedakan antara benar dan salah. Contohnya 
adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid. 
3) Occasional criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku 
kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus 
menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. 
Contohnya penjahat kambuhan (habitual criminals). 
4) Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang 
melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau 
karena kehormatan. Meskipun teori Lombroso 
dianggap sederhana dan naïf untuk saat ini. 
c. Perspektif Psikologis 
Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan 
delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” 
(hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan 
perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat 
mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan 
yang harus dipenuhi segera. 
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Sigmund Freud (A. S. Alam, 2010: 40), penemu dari 
psychoanalysis, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil 
dari “an overactive conscience” yang menghasilkan perasaan 
bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan 
dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum 
maka perasaan bersalah mereka berada. 
Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam 
menjelaskan baik fungsi normal maupun asosial. Meski dikritik, 
tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologis yang 
mempelajari kejahatan yaitu : 
1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat 
dipahami dengan melihat pada perkembangan masa 
kanak-kanak mereka. 
2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah 
jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita 
ingin mengerti kejahatan. 
3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi 
dari konflik psikologis. 
d. Perspektif Lain 
1) Teori Labeling 
Para penganut labelling theory memandang para 
kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) 
yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah 
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terhadap mereka adalah individu-individu yang 
sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian 
sistem peradilan pidana maupun secara luas. 
Dipandang dari perspektif ini, perbuatan  kriminal tidak 
sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang 
signifikan. Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya 
terlibat dalam suatu proses definisi sosial dimana 
tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku seorang 
individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku 
berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka 
sendiri. 
Tokoh-tokoh yang menganut teori labeling antara lain 
(A. S. Alam, 2010: 67-70): 
1.  Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung 
pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari 
kelompok-kelompok yang berbeda memiliki 
perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan 
layak dalam situasi tertentu. 
2.  Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat 
dibedakan dalam dua bagian, yaitu: 
a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa 
seseorang memperoleh cap atau label. 
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b.  Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku  
berikutnya. 
3.  Scharg, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling  
sebagai berikut: 
a.  Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan 
sendirinya bersifat kriminal. 
b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan 
penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan 
mereka yang memiliki kekuasaan. 
c.  Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia 
melanggar undang-undang melainkan karena ia 
ditetapkan oleh penguasa. 
d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap 
orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak 
berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan 
menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non 
kriminal. 
e.  Tindakan penangkapan merupakan awal dari 
proses labeling. 
f.  Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam 
sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku 
sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya. 
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g.  Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan 
karakteristik umum pelaku kejahatan yang 
menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan 
dalam sistem peradilan pidana. 
h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan 
perspektif kehendak bebas yang 
memperkenankan penilaian dan penolakan 
terhadap mereka yang dipandang sebagai 
penjahat. 
i.  Labeling merupakan suatu proses yang akan 
melahirkan identifikasi dengan citra sebagai 
deviant dan menghasilkan rejection of the rejector. 
4.  Lemert, telah memperkenalkan suatu pendekatan 
yang berbeda dalam menganalisis kejahatan 
sebagaimana tampak dalam pernyataan di bawah ini:  
“This is large turn away from the older sociology 
which tended to rest heavily upon the idea that 
deviance leads to social control. I have come to 
believe that the reserve idea. i.e. social control 
leads to deviance, equally tenable and the 
potentially richer premise for studying deviance in 
modern society.” 
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5. Frank Tannenbaum, memandang proses kriminalisasi 
sebagai proses memberikan label, menentukan, 
mengenal, memencilkan, menguraikan, menekankan / 
menitikberatkan, membuat sadar atau sadar sendiri. 
Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri 
khas sebagai penjahat (A. S. Alam, 2010 : 67-70). 
a) Teori Konflik 
Teori konflik lebih mempertanyakan proses 
perbuatan hukum. Untuk memahami pendekatan atau 
teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model 
tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan 
pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat 
(communal consensus). 
Menurut model konsensus, anggota masyarakat 
pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan 
apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum 
merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati 
tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat 
sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum 
diciptakan “for the general good” (untuk kebaikan 
umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan 
dan mengharmonisasi banyak kepentingan-
kepentingan yang oleh kebanyakan anggota 
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masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang 
sedikit mungkin. 
Sedangkan model konflik, mempertanyakan 
tidak hanya proses dengan mana seseorang menjadi 
kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang 
memiliki kekuasaan (power) untuk membuat dan 
menegakkan hukum. Para penganut teori konflik 
menentang pandangan konsensus tentang asal 
lahirnya hukum pidana dan penegakannya. 
b) Teori Radikal 
Dalam buku The New Criminology, para 
kriminolog Marxis dari Inggris yaitu Ian Taylor, Paul 
Walton dan Jack Young menyatakan bahwa adalah 
kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri 
dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, 
sementara “pemilik buruh itu sendiri” hanya terikat 
oleh hukum perdata yang mengatur persaingan antar 
mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan 
sumber dari konflik; pertarungan antar kelas selalu 
berhubungan dengan distribusi sumber daya dan 
kekuasaan, dan hanya apabila kapitalisme 
dimusnahkan maka kejahatan akan hilang. 
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c) Yang termasuk penganut teori radikal : 
I. Richard Quinney (A. S. Alam, 2010 : 74) 
“Menurut Richard Quinney, kejahatan adalah 
akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan 
hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya 
negara sosialis” 
II. William Chambils (A. S. Alam, 2010 : 75) 
Menurut Chambils ada hubungan antara 
kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah 
pada beberapa butir di bawah ini: 
(1) Dengan diindustrialisasikannya masyarakat 
kapitalis, dan celah antara golongan borjuis 
dan proletariat melebar, hukum pidana akan 
berkembang dengan usaha memaksa 
golongan proletariat untuk tunduk. 
(2) Mengalihkan perhatian kelas golongan 
rendah dari eksploitasi yang mereka alami. 
(3) Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat 
kejahatan yang lebih rendah karena dengan 
berkurangnya kekuatan perjuangan kelas 
akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang 
menjurus kepada fungsi kejahatan. 
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Melalui pemahaman dari teori-teori di atas, baik refleksi 
kejahatan model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik 
memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya. 
3. Penanggulangan Kejahatan 
Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:  
1. Pre-emtif 
Upaya pre-emtif dalam hal ini adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah 
terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan secara pre-emtif adalah 
menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga 
norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan melakukan pelanggaran/kejahatan 
tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak 
akan terjadi kejahatan. Intinya, dalam upaya penanggulangan 
pre-emtif ini, niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif 
yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi 
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah 





Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum 






A.  Tipe Penelitian 
Tipe penelitian ini bersifat penelitian deskriptif (Descriptive 
Research), yaitu untuk membuat deskripsi secara sistematis, akurat dan 
faktual tentang data yang diperoleh dalam penelitian. 
Penelitian ini juga dilakukan secara sosio-yuridis, karena disamping 
menelaah ketentuan-ketentuan positif, juga akan dikaji berbagai gejala 
yang timbul berkaitan dengan obyek penelitian. 
B.  Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan 
penelitian adalah Polrestabes Makassar dan Lembaga Perlindungan Anak 
Sulawesi Selatan, serta tempat-tempat yang merupakan tempat lokalisasi 
di Kota Makassar, karena menurut Penulis lokasi tersebut diharapkan 
dapat memberikan hasil/masukan sebagai data dan informasi yang 
dibutuhkan penulis dalam penulisan skripsi. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Wawancara, yakni dilakukan wawancara langsung dengan 
responden yang diharapkan mampu memberikan masukan dan 
penjelasan mengenai masalah tersebut dengan baik dan benar. 
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2. Kepustakaan, yakni pengumpulan bahan dengan menelaah 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
masalah tersebut, atau literatur lain yang berhubungan dengan 
masalah tersebut. 
D. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Data primer, yakni data empiris yang diperoleh dari responden 
berdasarkan hasil wawancara. 
2. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan, referensi-referensi hukum, peraturan perundang-
undangan, jurnal, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang 
menyangkut mengenai masalah anak. 
E. Analisis Data 
Pada hakekatnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga 
data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan 
memaparkan data yang telah diperoleh, baik data primer maupun 




BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis 
Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di 
persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam 
propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah 
kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan 
Indonesia. Secara geografis Kota Makassar berada pada koordinat 
antara 119º 18' 27,79" - 119º 32' 31,03" Bujur Timur dan antara 5º 3' 
30,81" - 5º 14' 6.49" Lintang Selatan, atau berada pada bagian barat 
daya Pulau Sulawesi dengan ketinggian dari permukaan laut 
berkisar antara 0 - 25 m. Karena berada pada daerah khatulistiwa 
dan terletak di pesisir pantai Selat Makassar, maka suhu udara 
berkisar antara 20º C - 36º C, curah hujan antara 2.000 - 3.000 mm, 
dan jumlah hari hujan rata-rata 108 hari pertahun (dikutip dari 
http://nurkasim49.blogspot.com/search/label/I.%20PENDAHULUAN, 
pada hari Selasa, 5 Februari 2013 pukul 21.05 WITA).  
Iklim di Kota Makassar hanya mengenal dua musim 
sebagaimana wilayah Indonesia lainnya, yaitu musim hujan dan 
musim kemarau. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang 
datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua 
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muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota 
dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah 
kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km2 
daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas 
wilayah perairan kurang lebih 100 Km² (dikutip dari 
http://bahasa.makassarkota.go.id/index.php?option=com_content&vi
ew=article&id=85, pada hari Selasa, 5 Februari 2013 pukul 21.00 
WITA). 
 




2. Luas Wilayah 
Kota Makassar yang beribukota di Makassar memiliki luas 
175,77 Km2 yang terbagi dalam 143 Desa / Kelurahan dan 14 
Kecamatan, yaitu Kecamatan Mariso, Kecamatan Mamajang, 
Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Makassar, 
Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, 
Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan 
Panakkukang, Kecamatan Manggala, Kecamatan Biringkanaya, 
Kecamatan Tamalanrea. Kecamatan yang memiliki wilayah terbesar 
yaitu Kecamatan Biringkanaya dengan luas wilayah 48,22 km2, atau 
27,43%, sedangkan untuk wilayah terkecil yaitu Kecamatan Mariso 
dengan luas wilayah 1,82 km2, atau 1,04%. (dikutip dari 
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/area.php?ia=7371, 
pada hari Selasa, 5 Februari 2013 pukul 20.35 WITA). 
Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten 
yakni sebelah utara dengan Kabupaten Pangkep, sebelah timur 
dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan dengan Kabupaten 
Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar. 
Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis 
Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, Kota 
Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan 
ekonomi maupun politik. Makassar yang berpenduduk sekitar 1,5 
juta jiwa dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 
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9,26% dan tahun 2010 sebesar 9,60% merupakan kota yang tingkat 
pertumbuhannya ekonominya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan 
rata-rata nasional yang hanya 6,10% (dikutip dari 
http://kppnmakassar2.net/profil/geografis/, pada hari Selasa, 5 
Februari 2013 pukul 21.30 WITA). Makassar menjadi simpul jasa 
distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. 
Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di 
kawasan Timur Indonesia. Walaupun demikian, Makassar yang juga 
merupakan salah satu kota besar di Indonesia, selain unggul dalam 
berbagai bidang, sangat rentan dengan yang namanya eksploitasi 
seksual komersial, termasuk juga di dalamnya yang terjadi terhadap 
anak.  
B. Data Komersialisi Seks Yang Mengorbankan Anak Di Kota 
Makassar 
1. Data Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar 
Tahun 2007-2013 
Sebelum membahas mengenai faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan komersialisasi yang 
mengorbankan anak di Kota Makassar, ada baiknya terlebih dahulu 
kita mengetahui perkembangan kejahatan perdagangan anak untuk 
eksploitasi seksual di Kota Makassar dari tahun 2007-2013. 
Untuk mengetahui perkembangan kejahatan komersialisasi 
yang mengorbankan anak di Kota Makassar dalam rentang waktu 7 
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(tujuh) tahun terakhir, yaitu tahun 2007 hingga 2013, maka penulis 
melakukan penelitian di instansi-instansi penegak hukum untuk 
mendapatkan data skunder tentang kejahatan komersialisasi yang 
mengorbankan anak di Kota Makassar. 
 
Tabel 1. 
Data Jumlah Kasus Perdagangan Anak Untuk Eksploitasi 
Seksual di Kota Makassar Tahun 2007-2013 
No Tahun Jumlah 
1 2007 1 kasus 
2 2008 1 kasus 
3 2009 1 kasus 
4 2010 2 kasus 
5 2011 4 kasus 
6 2012 - 
7 2013 (Januari) 1 kasus 
          Jumlah 10 kasus 
Sumber Data Sekunder : Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) 
Makassar,Tanggal 4 Februari 2013. 
Ketika melihat tabel diatas, maka akan timbul pertanyaan 
bahwa apakah data tersebut benar sesuai dengan kenyataannya? 
Jawabannya adalah tidak. Seperti yang kita ketahui bersama, setiap 
tahunnya, persoalan mengenai perdagangan anak yang dijadikan 
PSK selalu bertambah. Tetapi karena tidak semua kasus itu 
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dilaporkan ke kepolisian setempat, sehingga banyak kasus yang 
tidak tertangani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik 
Pembantu, Wahyudi (wawancara 4 Februari 2013) mengatakan 
bahwa : 
“Perdagangan anak sangat sering terjadi, apalagi anak yang 
diperjualbelikan kemudian dijadikan PSK, tetapi tidak semua 
persoalannya masuk ke kepolisian. Mungkin karena anak yang 
bersangkutan takut melaporkan atau biasanya keluarganya 
yang malas untuk berurusan sama polisi.”  
2. Data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan 
Tahun 2008-2012 
Berdasarkan penelitian penulis terhadap kejahatan 
komersialisasi yang mengorbankan anak di Kota Makassar di 
Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan dari tahun 
2008-2012, ada 21 kasus yang masuk dan di tangani oleh Lembaga 
Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan. Dimana terjadi 
peningkatan kasus kejahatan komersialisasi yang mengorbankan 
anak, jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun 2012 yang 
mencapai 6 kasus, sedangkan kasus terendah terjadi pada tahun 






Data Kasus Perdagangan Anak Untuk Eksploitasi Seksual di 
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012 
No Tahun Jumlah 
1 2008 3 kasus 
2 2009 3 kasus 
3 2010 5 kasus 
4 2011 4 kasus 
5 2012 6 kasus 
        Jumlah 21 kasus 
Sumber Data Sekunder : Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi 
Selatan,Tanggal 1 Februari 2013. 
 
Dari tabel diatas, merupakan data yang terdapat dan ditangani 
di LPA SULSEL. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris 
LPA SULSEL, M. Ghufron H. Kordi K (wawancara 1 februari 2013) 
mengatakan bahwa : 
“Data yang terdapat di LPA Sulsel ini adalah kasus-kasus yang 
kami tangani langsung. Anak yang menjadi korban 
perdagangan dan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) 






C. Faktor Penyebab Terjadinya Komersialisasi Seks Yang 
Mengorbankan Anak Di Kota Makassar 
Berdasarkan hasil penelitian yang berupa wawancara dengan 
berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penulisan ini, penulis 
dapat menyimpulkan berbagai faktor penyebab terjadinya 
Komersialisasi Seks yang mengorbankan Anak di Kota Makassar 
seperti pada tabel berikut ini: 
Tabel 3.  
Faktor Penyebab Terjadinya Komersialisasi Seks Yang 
Mengorbankan Anak Di Kota Makassar 
No.  Sumber 
Data 
Nama Wilayah Faktor 
Penyebab 
1 PSK (Anak) Risti (15 Tahun), 
Anti (16 Tahun), 
Ela (17 Tahun). 
Jl. Nusantara Ekonomi 
(Kemiskinan) 




3 PSK (Anak) Vebi (17 Tahun), 
Ani (17 Tahun), 












Lia (40 Tahun), 
Rudi (45 Tahun), 
Udin (50 Tahun). 




Wahyudi Jl. Ahmad Yani Ekonomi 
(Kemiskinan + 
 Pendapatan) 








Telah terlihat jelas sesuai dengan tabel diatas, bahwa faktor 
utama yang menjadi penyebab terjadinya Eksploitasi Seksual 
Komersial Anak (ESKA) adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi 
(dalam hal ini kemiskinan) tidak hanya terkait dengan ESKA dan 
Perdagangan Anak, tetapi juga terkait dengan berbagai macam 
persoalan hidup lainnya. Seseorang melakukan kejahatan salah satu 
tujuannya karena ingin mempertahankan hidup di tengah kondisi 
ekonomi yang serba sulit. Terdapat beberapa orang yang rela 
dikorbankan dan menjadi korban perdagangan anak, misalnya ibu 
 82 
yang menjual anaknya untuk dijadikan PSK. Hal tersebut terjadi 
karena alasan kemiskinan.  
Faktor lainnya adalah lingkungan sosial (pergaulan) anak yang 
menyebabkan mereka terjerumus ke dalam pekerjaan malam. Salah 
satu contohnya adalah ketika seorang anak mempunyai teman atau 
sahabat yang memang sudah berprofesi sebagai PSK, mereka 
mengajak temannya yang lain untuk ikut menjadi PSK. Faktor 
pergaulan ini, sangat erat kaitannya dengan faktor gaya hidup 
(konsumtif) yang merajalela di kalangan anak SMP atau SMA zaman 
sekarang ini. Walaupun orang tua mereka mempunyai penghasilan 
yang cukup untuk membiayai hidup keluarga, tetapi prilaku hidup 
hedonis, yang selalu merasa tidak puas, selalu ingin lebih dari 
teman-temannya, menyebabkan mereka sendiri harus 
berpenghasilan cepat dan banyak untuk tujuan saling memamerkan 
diri. Sehingga jalan yang ditempuh adalah dengan menjadi PSK 
yang pelanggannya itu berasal dari mahasiswa, pengusaha, dan 
pejabat-pejabat.  
D. Upaya Penanggulangan Terhadap Komersialisasi Seks Yang 
Mengorbankan Anak Di Kota Makassar  
Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak merupakan 
suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Banyak yang 
menjadi sebab-sebab terjadinya komersialisasi seks yang 
mengorbankan anak, khususnya di kota Makassar. Oleh karena itu, 
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cara penanggulangannyapun bervariasi dan disesuaikan pula 
dengan situasi dan kondisi dalam suatu lingkungan masyarakat 
bersangkutan. 
Upaya untuk menanggulangi terjadinya komersialisasi seks 
yang mengorbankan anak di Kota Makassar jelas sangat sulit, 
karena kita melihat semakin banyaknya tempat-tempat prostitusi, 
baik yang sudah diketahui umum, ataupun yang tersembunyi. 
Sebenarnya upaya pencegahannya jauh lebih baik daripada upaya 
penanggulangan. Tidak seperti selama ini, para aparat penegak 
hukum dan masyarakat sekitar baru menyadari betapa pentingnya 
upaya pencegahan ketika telah terjadi kasus yang mengakibatkan 
kerugian-kerugian pada anak.  
Suatu hal yang tidak mudah untuk mencari upaya yang terbaik 
untuk mencegah terjadinya komersialisasi seks yang mengorbankan 
anak. Menurut David Bayley (A.Rahmat Wirawan, 2010: 59-60), ada 
empat unsur strategi pencegahan kejahatan yang wajib dilakukan 
oleh polisi, yaitu: 
1. Consultation dapat diartikan memperdalam hubungan 
dan penemuan secara teratur dengan kelompok-
kelompok yang ada. Wujud dari Consultation ini dapat 
berupa membentuk pos polisi lingkungan (korban) yang 
membentuk panel penasehat kepolisian dan juga dewan 
masyarakat di setiap Polsek. Komite konsultasi 
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masyarakat ini memiliki empat fungsi: (1) mereka 
memberitahu polisi tentang masalah-masalah dan 
kebutuhan setempat, (2) pertemuan ini digunakan 
sebagai sarana untuk menjalin kerjasama dan 
membentuk mitra dalam mewujudkan keamanan 
masyarakat, (3) pertemuan ini memungkinkan 
masyarakat melontarkan keluhan-keluhan tentang polisi 
tanpa dihalangi oleh birokrasi (4) Pertemuan masyarakat 
memberi informasi kepada polisi tentang keberhasilan 
usaha mereka. 
2. Adaptation merupakan suatu upaya memahami 
karakteristik suatu wilayah dengan baik, struktur 
masyarakat atau sumber daya yang ada. Dalam 
adaptasi ini suatu Polsek hendaknya mempunyai 
keleluasaan dan berinisiatif untuk menyusun rencana 
dan menyesuaikan sumber daya dengan kebutuhan 
setempat. 
3. Mobilitation ini berangkat dari asumsi bahwa 
pencegahan kejahatan tidak mungkin hanya dilakukan 
oleh polisi. Sedangkan misi pokok dari mobilisasi adalah 
untuk memberikan kepemimpinan dan dukungan 
profesional untuk mendorong dan memperbaiki usaha 
masyarakat guna mengembangkan suatu program 
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masyarakat polisi yang kooperatif dan seimbang guna 
menghadapi tingkah laku menyimpang dan melanggar 
hukum. 
4. Problem Solving (Solusi Permasalahan). Sebagai reaksi 
terhadap kejahatan dan keadaan darurat lain setelah hal 
tersebut terjadi, polisi mulai mempelajari kondisi-kondisi 
yang menimbulkan munculnya panggilan layanan 
pengaduan, menyusun rencana untuk membetulkan 
kondisi ini, dan memelopori dalam mengevaluasi dan 
melaksanakan tindakan-tindakan perbaikan. Dengan 
kata lain polisi belajar untuk memandang kejahatan dan 
kekacauan sebagai masalah yang harus dihadapi 
daripada sebagai kejadian terpisah yang mengharuskan 
penegakan hukum dan layanan darurat. Pemecahan 
masalah menekankan pada kebutuhan untuk 
menganalisa dan menilai cakupan kegiatan yang 
mungkin dilakukan polisi atau masyarakat untuk 
mencegah kejahatan. Hal ini lebih membutuhkan 
program khusus dan terpusat untuk pencegahan 
kejahatan dari pada program yang umum dan tersebar. 
Selain strategi-strategi tersebut di atas aparat hukum selaku 
penegak hukum juga dapat bekerja sama dengan masyarakat 
mengambil langkah-langkah yang cukup memadai di dalam 
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mengupayakan atau mencegah terjadinya komersialisasi seks yang 
mengorbankan anak. Upaya tersebut dapat dibedakan menjadi tiga, 
yaitu upaya yang bersifat pre-emtif, upaya yang bersifat preventif dan 
upaya yang bersifat represif. 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif disini adalah 
upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
maupun lembaga perlindungan anak untuk mencegah 
terjadinya kejahatan maupun tindak pidana. Usaha-usaha yang 
dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik 
sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha 
pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + 
kesempatan terjadi kejahatan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Ghufran 
H. Kordi K selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak  
(wawancara 1 Februari 2013) bahwa upaya penanggulangan 
secara Pre-Emtif yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan 
Anak : 
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“Mengadakan sosialisasi mengenai kesehatan, khususnya 
persoalan reproduksi, akibat-akibat ketika melakukan seks 
diluar pernikahan dan di usia dini, serta hal-hal lainnya. 
Dalam hal ini pemerintah harus bekerja sama dengan 
masyarakat sekitar, agar masyarakat sendiri bisa lebih peka 
terhadap persoalan-persoalan yang ada dan terjadi di 
lingkungan mereka sendiri. Bagaimanapun, upaya 
pencegahan sangat jauh lebih baik daripada upaya 
penanggulangan.” 
2. Upaya Preventif 
Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan secara 
sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk 
mencegah terjadinya kejahatan. Upaya pencegahan ini juga 
dilakukan untuk mempersempit ruang gerak atau mengurangi 
dan memperkecil kemungkinan terjadinya kejahatan. Oleh 
karenanya dibutuhkan kerjasama oleh semua pihak, baik itu 
aparatur Negara dalam hal ini aparat penegak hukum maupun 
masyarakat. 
Aparat hukum yang dimaksud disini adalah aparat 
kepolisian, serta lembaga perlindungan anak karena aparat 
kepolisian dan lembaga perlindungan anak adalah aparat yang 
berhubungan langsung ke masyarakat terhadap kejahatan 
Komersialisasi Seks Yang Mengorbankan Anak. 
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Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak 
Wahyudi selaku Penyidik Pembantu di Polrestabes Makassar 
(wawancara 4 Februari 2013) bahwa upaya penanggulangan 
secara Pre-Emtif yang dilakukan oleh anggota antara lain 
sebagai berikut : 
“Melaksanakan kegiatan kontrol rutin pada daerah lokasilasi 
terhadap anak yang masih di bawah umur” 
3. Upaya Represif 
Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya 
kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif 
dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai 
dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar 
mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah 
perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, 
sehingga tidak lagi mengulanginya. 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. 
Ghufran H. Kordi K selaku Sekretaris Lembaga Perlindungan 
Anak (Wawancara 1 Februari 2013) upaya represif yang 
seharusnya dilakukan adalah : 
“Memberikan hukuman yang berat kepada pelaku yang 
menyebabkan anak menjadi korban eksploitasi seksual 
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serta anak sebagai korban harus mendapatkan rehabilitasi 







Berdasarkan pembahasan/uraian diatas, maka penulis dapat 
menyimpulkan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan 
terhadap komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota Makassar, 
sebagai berikut: 
1. Faktor penyebab terjadinya komersialisasi seks yang 
mengorbankan anak di Kota Makassar adalah faktor ekonomi 
(dalam hal ini kemiskinan) yang merupakan faktor utama 
terjadinya perdagangan anak. Faktor berikutnya adalah faktor 
lingkungan sosial (pergaulan) anak yang menyebabkan anak 
terjerumus ke dalam pekerjaan malam (PSK). Selain itu, faktor 
gaya hidup (konsumtif) yang menyebabkan anak selalu ingin 
lebih dan lebih dengan segala apa yang dimilikinya.  
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap 
komersialisasi seks yang mengorbankan anak di Kota 
Makassar yaitu : 
a. Upaya pre-emtif: 
i. Mengadakan sosialisasi mengenai kesehatan, 
khususnya persoalan reproduksi, akibat-akibat ketika 
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melakukan seks diluar pernikahan dan di usia dini, serta 
hal-hal lainnya. 
ii. Membuka lapangan pekerjaan yang sesuai bagi anak. 
b. Upaya Preventif 
i. Melaksanakan kegiatan kontrol rutin pada daerah 
lokasilasi terhadap anak masih di bawah umur. 
ii. Sosialisasi bertahap fungsi dan peran serta Lembaga 
Perlindungan Anak (LPA). 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan beberapa hal 
sebagai berikut: 
1. Sebaiknya pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, 
dan orang tua, lebih peka terhadap anak dan apa yang terjadi di 
sekitar mereka, sehingga bisa memantau perkembangan anak 
dan bisa mencegah anak kepada hal-hal yang akan merusak 
kepribadian dan masa depan mereka. 
2. Sebaiknya aparat penegak hukum harus rutin melakukan razia 
ke tempat-tempat prostitusi untuk mengurangi keterlibatan anak 
yang bekerja sebagai PSK.  
3. Sebaiknya aparat penegak hukum, dalam memberikan 
hukuman kepada pelaku perdagangan anak harus sesuai 
dengan undang-undang yang berlaku dan memberikan ganti 
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kerugian kepada anak yang menjadi korban perdagangan dan 
ekspoitasi seksual. 
4. Saling bekerja sama dalam memberikan atau membuka 
lapangan pekerjaan yang sesuai bagi anak-anak yang hidup 
dengan keluarga berpenghasilan rendah. 
5. Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak 
6. Anak sebagai korban harus mendapatkan rehabilitasi kesehatan 
dan rehabilitasi sosial.  
7. Peningkatan Koordinasi antara Lembaga perlindungan anak 
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A. DAFTAR PERTANYAAN (MUCIKARI) 
1. MUCIKARI 1 
Tempat penelitian : Jl. Nusantara 
Nama Sumber Informasi : Mama Bunda (34 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : Mucikari 
Tanggal Penelitian dilakukan : 27 Januari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Apakah Anda pelaku tunggal di pekerjaan ini? Atau ada pihak 
lain yang terlibat? Pelaku Tunggal 
2. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan sebagai 
mucikari? 20 Tahun. Ini sudah jadi pekerjaan Saya, yang 
penting Saya tidak mencuri. 
3. Bagaimana Anda mendapatkan para pekerja seks komersial 
(khususnya anak)? Kebanyakan dari mereka datang sendiri, 
dan yang anak SMP dan SMA mereka simpan nomor 
handphone, kalau ada pelanggan baru ditelepon.  
4. Apakah Anda mencari langsung calon-calon PSK tersebut 
atau melalui pihak / agen tertentu? PSK nya yang datang 
sendiri, dosa kalau kita yang cari PSK. 
5. Apakah para wanita yang Anda temui benar-benar mau 
menjadi PSK? Mereka bersedia. 
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6. Apa faktor yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi 
seorang PSK? Kebanyakan dari anak-anak Saya karena 
faktor uang (ekonomi). 
7. Apakah Anda secara sengaja menjadikan mereka seorang 
PSK? Sengaja. 
8. Adakah iming-iming pekerjaan lain yang ditawarkan sebelum 
mereka menjadi PSK? Tidak ada, tapi kalau mereka mau 
berhenti dan cari pekerjaan lain, Saya persilahkan. 
9. Darimana asal para PSK yang bekerja pada Anda? PSK yang 
masih anak-anak berasal dari SMA di Kota Makassar (SMA di 
Alauddin).  
10.  Adakah dari PSK yang masih anak-anak (dibawah 18 tahun)? 
PSK anak ada 15 orang, dan yang sudah dewasa lebih dari 
20 orang. 
11. Tahukah Anda ada larangan mempekerjakan anak dibawah 
umur? Tahu.  
12. Apakah para PSK anak tersebut ada yang masih sekolah? 
Ada yang masih sekolah dan ada yang tidak sekolah. 
13. Apakah orang tua mereka mengetahui pekerjaan yang 
mereka lakukan? Tidak. 
14. Apakah ada kontrak khusus antara PSK dengan Anda 
sebagai mucikari/penyedia jasa seksual? Tidak ada, paling 
cuma bagi hasil. 
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15. Bagaimana pembagian bayaran yang Anda lakukan dengan 
PSK tersebut? Mereka terima dari pelanggan 350 ribu sampai 






















2. MUCIKARI 2 
Tempat penelitian : Jl. Nusantara 
Nama Sumber Informasi : Bunda Lia (40 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : Mucikari 
Tanggal Penelitian dilakukan : 27 Januari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Apakah Anda pelaku tunggal di pekerjaan ini? Atau ada pihak 
lain yang terlibat? Pelaku tunggal. 
2. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan sebagai 
mucikari? Kurang lebih sudah 10 tahun Saya bekerja disini. 
3. Bagaimana Anda mendapatkan para pekerja seks komersial 
(khususnya anak)? Mereka datang sendiri ke Saya atau 
simpan nomor handphone. 
4. Apakah Anda mencari langsung calon-calon PSK tersebut 
atau melalui pihak / agen tertentu? Datang sendiri ke Saya. 
5. Apakah para wanita yang Anda temui benar-benar mau 
menjadi PSK? Mereka mau. 
6. Apa faktor yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi 
seorang PSK? Cari uang. 
7. Apakah Anda secara sengaja menjadikan mereka seorang 
PSK? Sengaja.  
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8. Adakah iming-iming pekerjaan lain yang ditawarkan sebelum 
mereka menjadi PSK? Tidak ada. 
9. Darimana asal para PSK yang bekerja pada Anda? Jawa, 
Ambon, Makassar. 
10.  Adakah dari PSK yang masih anak-anak (dibawah 18 tahun)? 
Saya ada 3 orang yang masih anak-anak. 
11. Tahukah Anda ada larangan mempekerjakan anak dibawah 
umur? Tahu. 
12. Apakah para PSK anak tersebut ada yang masih sekolah? 
Ada yang sekolah, ada yang menganggur. 
13. Apakah orang tua mereka mengetahui pekerjaan yang 
mereka lakukan? Kalau masalah itu, Saya tidak tahu. 
14. Apakah ada kontrak khusus antara PSK dengan Anda 
sebagai mucikari/penyedia jasa seksual? Tidak ada. 
15. Bagaimana pembagian bayaran yang Anda lakukan dengan 









3. MUCIKARI 3 
Tempat penelitian : Jl. Nusantara 
Nama Sumber Informasi : Diana (27 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : Mucikari 
Tanggal Penelitian dilakukan : 27 Januari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Apakah Anda pelaku tunggal di pekerjaan ini? Atau ada pihak 
lain yang terlibat? Ada 2 orang (Saya dan Mama) 
2. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan sebagai 
mucikari? Saya baru 6 bulan, tapi kalau Mama sudah lama. 
3. Bagaimana Anda mendapatkan para pekerja seks komersial 
(khususnya anak)? Datang sendiri dan simpan nomor 
handphone. 
4. Apakah Anda mencari langsung calon-calon PSK tersebut 
atau melalui pihak / agen tertentu? Mereka datang sendiri dan 
simpan nomor handphone. 
5. Apakah para wanita yang Anda temui benar-benar mau 
menjadi PSK? Mau. 
6. Apa faktor yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi 
seorang PSK? Faktor ekonomi. 
7. Apakah Anda secara sengaja menjadikan mereka seorang 
PSK? Sama-sama mau. 
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8. Adakah iming-iming pekerjaan lain yang ditawarkan sebelum 
mereka menjadi PSK? Tidak ada. 
9. Darimana asal para PSK yang bekerja pada Anda? Kota 
Makassar. 
10.  Adakah dari PSK yang masih anak-anak (dibawah 18 tahun)? 
Ada, kurang lebih 10 orang. 
11. Tahukah Anda ada larangan mempekerjakan anak dibawah 
umur? Tahu (tapi mau diapa). 
12. Apakah para PSK anak tersebut ada yang masih sekolah? 
Ada, SMA. 
13. Apakah orang tua mereka mengetahui pekerjaan yang 
mereka lakukan? Persoalan orang tua, Saya tidak tahu. 
14. Apakah ada kontrak khusus antara PSK dengan Anda 
sebagai mucikari/penyedia jasa seksual? Tidak ada. 
15. Bagaimana pembagian bayaran yang Anda lakukan dengan 









4. MUCIKARI 4 
Tempat penelitian : Jl. Nusantara 
Nama Sumber Informasi : Udin (50 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : Mucikari 
Tanggal Penelitian dilakukan : 27 Januari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Apakah Anda pelaku tunggal di pekerjaan ini? Atau ada pihak 
lain yang terlibat? Pelaku tunggal. 
2. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan sebagai 
mucikari? Kurang lebih sudah 20 tahun (sudah lama sekali 
Saya disini). 
3. Bagaimana Anda mendapatkan para pekerja seks komersial 
(khususnya anak)? Informasi dari teman dan ada yang datang 
sendiri. 
4. Apakah Anda mencari langsung calon-calon PSK tersebut 
atau melalui pihak / agen tertentu? Saya tidak mencari 
langsung. 
5. Apakah para wanita yang Anda temui benar-benar mau 
menjadi PSK? Mau. 
6. Apa faktor yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi 
seorang PSK? Cari uang. 
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7. Apakah Anda secara sengaja menjadikan mereka seorang 
PSK? Sengaja. 
8. Adakah iming-iming pekerjaan lain yang ditawarkan sebelum 
mereka menjadi PSK? Tidak ada. 
9. Darimana asal para PSK yang bekerja pada Anda? Dari 
dalam Kota Makassar (Jl. Veteran, Jl. Alauddin, Jl. Manuruki). 
10.  Adakah dari PSK yang masih anak-anak (dibawah 18 tahun)? 
Saya punya banyak ABG, kurang lebih 20 orang. 
11. Tahukah Anda ada larangan mempekerjakan anak dibawah 
umur? Tahu. 
12. Apakah para PSK anak tersebut ada yang masih sekolah? 
Ada yang masih SMP, SMA, kuliah juga ada. 
13. Apakah orang tua mereka mengetahui pekerjaan yang 
mereka lakukan? Tidak. 
14. Apakah ada kontrak khusus antara PSK dengan Anda 
sebagai mucikari/penyedia jasa seksual? Tidak ada. 
15. Bagaimana pembagian bayaran yang Anda lakukan dengan 







5. MUCIKARI 5 
Tempat penelitian : Jl. Nusantara 
Nama Sumber Informasi : Rudi (45 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : Mucikari 
Tanggal Penelitian dilakukan : 30 Januari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Apakah Anda pelaku tunggal di pekerjaan ini? Atau ada pihak 
lain yang terlibat? Ada orang lain yang terlibat. 
2. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan sebagai 
mucikari? Sudah berpuluh-puluh tahun, untuk mencari uang. 
3. Bagaimana Anda mendapatkan para pekerja seks komersial 
(khususnya anak)? Ada yang antar kesini, ada juga yang 
datang sendiri. 
4. Apakah Anda mencari langsung calon-calon PSK tersebut 
atau melalui pihak / agen tertentu? Biasanya pesan. 
5. Apakah para wanita yang Anda temui benar-benar mau 
menjadi PSK? Mereka mau. 
6. Apa faktor yang menyebabkan mereka akhirnya menjadi 
seorang PSK? Biasanya menghidupi keluarga. 
7. Apakah Anda secara sengaja menjadikan mereka seorang 
PSK? Sengaja. 
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8. Adakah iming-iming pekerjaan lain yang ditawarkan sebelum 
mereka menjadi PSK? Tidak. 
9. Darimana asal para PSK yang bekerja pada Anda? Ada dari 
Jawa, Manado. 
10.  Adakah dari PSK yang masih anak-anak (dibawah 18 tahun)? 
Ada beberapa orang yang masih ABG. 
11. Tahukah Anda ada larangan mempekerjakan anak dibawah 
umur? Kurang tahu. 
12. Apakah para PSK anak tersebut ada yang masih sekolah? 
Tidak. 
13. Apakah orang tua mereka mengetahui pekerjaan yang 
mereka lakukan? Kurang tahu. 
14. Apakah ada kontrak khusus antara PSK dengan Anda 
sebagai mucikari/penyedia jasa seksual? Tidak tahu. 
15. Bagaimana pembagian bayaran yang Anda lakukan dengan 
PSK tersebut? Dari 200 ribu yang dibayar pelanggan, dia 








B. DAFTAR PERTANYAAN (PSK ANAK) 
1. PSK ANAK 1 
Tempat penelitian : Jl. Ujung Pandang 
Nama Sumber Informasi : Ani (17 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : PSK 
Tanggal Penelitian dilakukan : 3 Februari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Sudah 
beberapa tahun.  
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan 
pekerjaan ini? Mau cantik, mau gaya. 
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri 
sebagai PSK? Bekerja sendiri. 
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah 
jadi PSK? Iya, hidup lebih enak. 
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada 
ajakan dari pihak lain? Diajak teman. 
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya 
dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata 
dijadikan sebagai PSK? Tidak. 
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? Tidak 
tahu. 
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8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat 
kepolisian? Tidak. 
9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? Dalam 
satu minggu, 2-3. 
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? Jutaan per minggu. 
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah 
Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Tidak. Saya sudah 
enak dengan gaya hidup ini. 
















2. PSK ANAK 2 
Tempat penelitian : Jl. Ujung Pandang 
Nama Sumber Informasi : Mia (17 Tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : PSK 
Tanggal Penelitian dilakukan : 3 Februari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Sejak 
SMP kelas 3. 
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan 
pekerjaan ini? Lari dari rumah.  
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri 
sebagai PSK? Bekerja sendiri. 
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah 
jadi PSK? Iya. 
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada 
ajakan dari pihak lain? Diajak teman. 
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya 
dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata 
dijadikan sebagai PSK? Tidak. 
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? 
Tidak. 
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8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat 
kepolisian? Tidak. 
9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? Saya 
biasanya langganan sama om-om tiap bulan. 
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? Satu kali kencan, 
Saya dapat jutaan. 
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah 
Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Saya sudah coba 
berhenti tapi susah. 















3. PSK ANAK 3 
Tempat penelitian : Jl. Ujung Pandang 
Nama Sumber Informasi : Vebi (17 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : PSK 
Tanggal Penelitian dilakukan : 3 Februari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Sejak 
awal SMA. 
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan 
pekerjaan ini? Ditipu pacar, diajari nakal sama pacar. 
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri 
sebagai PSK? Bekerja sendiri. 
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah 
jadi PSK? Iya, bisa beli segalanya. 
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada 
ajakan dari pihak lain? Diajak teman, ditipu pacar. 
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya 
dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata 
dijadikan sebagai PSK? Ditipu pacar, dijual sama pacar (pacar 
Saya yang ambil hasinya). 
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? 
Tidak. 
 113 
8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat 
kepolisian? Tidak.  
9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? 3 orang 
per minggu. 
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? Jutaan per minggu. 
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah 
Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Tidak, sudah enak 
begini. 
















4. PSK ANAK 4 
Tempat penelitian : Jl. Latimojong 
Nama Sumber Informasi : Anti (16 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : PSK 
Tanggal Penelitian dilakukan : 27 Januari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Kurang 
lebih 1 tahun. 
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan 
pekerjaan ini? Cari uang. 
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri 
sebagai PSK? Bekerja dengan orang lain, ada mucikari. 
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah 
jadi PSK? Kehidupan tercukupi. 
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada 
ajakan dari pihak lain? Diajak sama teman. 
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya 
dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata 
dijadikan sebagai PSK? Tidak, Saya diajak teman.  
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? Tidak 
tahu, orang tua Saya di Palopo. 
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8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat 
kepolisian? Sudah 5 kali di tempat ini. 
9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? 3-4 
orang, kalau lagi ramai bisa sampai 6 orang. 
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? 500 ribu sampai 1 
juta per hari. 
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah 
Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Mau. 
















5. PSK ANAK 5 
Tempat penelitian : Jl. Latimojong 
Nama Sumber Informasi : Risti (15 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : PSK 
Tanggal Penelitian dilakukan : 27 Januari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Kurang 
lebih 1 tahun. 
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan 
pekerjaan ini? Faktor ekonomi (untuk cari uang). 
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri 
sebagai PSK? Saya ada mucikari. 
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah 
jadi PSK? Tidak, biasa saja. 
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada 
ajakan dari pihak lain? Saya terpaksa jadi begini. 
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya 
dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata 
dijadikan sebagai PSK? Tidak. 
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? 
Tidak. 
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8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat 
kepolisian? Tidak pernah. 
9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? 2 
pelanggan. 
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? Kurang lebih 600 
ribu. 
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah 
Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Iya, mau. 
















6. PSK ANAK 6 
Tempat penelitian : Jl. Pettarani 
Nama Sumber Informasi : Kiki (16 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : PSK 
Tanggal Penelitian dilakukan : 30 Januari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? Kurang 
lebih 1 tahun. 
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan 
pekerjaan ini? Memenuhi kebutuhan (beli baju, handphone, dll 
buat bergaul). 
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri 
sebagai PSK? Kerja sendiri. 
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah 
jadi PSK? Iya. 
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada 
ajakan dari pihak lain? Diajak teman. 
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya 
dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata 
dijadikan sebagai PSK? Tidak. 
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? 
Tidak. 
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8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat 
kepolisian? Tidak. 
9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? 1 orang. 
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? 300 ribu sampai 
jutaan. 
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah 
Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Mau tapi sudah 
terlanjur jadi begini. 
















7. PSK ANAK 7 
Tempat penelitian : Jl. Nusantara 
Nama Sumber Informasi : Ela (17 tahun) 
Pekerjaan Pemberi Informasi : PSK 
Tanggal Penelitian dilakukan : 30 Januari 2013 
 
 Berikut ini adalah daftar pertanyaan terkait penelitian yang 
dilakukan oleh Penulis: 
1. Sudah berapa lama Anda melakukan pekerjaan ini? 2 tahun. 
2. Faktor apa yang menyebabkan Anda untuk melakukan 
pekerjaan ini? Untuk cari uang. 
3. Apakah Anda bekerja dengan orang lain atau bekerja sendiri 
sebagai PSK? Bekerja dengan mucikari. 
4. Apakah keadaan ekonomi Anda menjadi lebih baik setelah 
jadi PSK? Masih pas-pasan. 
5. Apakah menjadi PSK adalah keinginan Anda sendiri atau ada 
ajakan dari pihak lain? Diajak. 
6. Apakah Anda salah satu orang yang tertipu yang sebelumnya 
dijanjikan sebuah pekerjaan yang layak, tetapi ternyata 
dijadikan sebagai PSK? Tidak. 
7. Apakah pihak keluarga Anda mengetahui pekerjaan ini? 
Tidak.  
8. Apakah Anda pernah terjaring razia atau tertangkap aparat 
kepolisian? Tidak. 
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9. Dalam sehari, berapa pelanggan yang Anda layani? 3-5 
orang. 
10. Berapa penghasilan Anda dalam sehari? 250 ribu sampai 
jutaan. 
11. Jika ada pekerjaan lain yang lebih layak buat Anda, apakah 
Anda akan berhenti dari pekerjaan ini? Iya, mau. 
12. Apa pekerjaan atau profesi dari pelanggan Anda? Bapak-
bapak, mahasiswa, pengusaha. 
 
 
